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ABSTRAK 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah Sengketa Konsumen Dalam Pembiayaan 

Mobil Pada PT Adira Dinamika Multi Finance (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 

756 K/Pdt.sus-BPSK/2014). Hal ini dilatarbelakangi oleh lemahnya Badan Penylesaian Sengketa 

Konsumen Kota Solok dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Jekki Saputra melawan Zulkarnain 

(Pimpinan PT Adira Dinamika Multi Finance) dan penyelesaian sengketanya berjenjang sampai 

kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun  Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK dapat melalui 3 

cara yaitu Mediasi, Konsiliasi serta Arbitrase. Meskipun upaya penyelesaian sengketa pembiayaan 

konsumen dapat dilakukan melalui BPSK secara nonlitigasi yang putusannya dianggap bersifat 

final dan mengikat tetapi ternyata terhadap putusan arbitrase BPSK masih dibuka kesempatan 

untuk mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung. 

Putusan No. 756 K/Pdt.sus-BPSK/2014 merupakan salah satu putusan terkait upaya keberatan 

Kasasi terhadap putusan Pengadilan Muaro atas Putusan BPSK yang dianggap tidak berwenang 

mengadili perkara tersebut, berdasarkan perjanjian yang telah dibuat para pihak yang menunjuk 

Pengadilan Negeri Muaro untuk menyelesaikan sengketanya, sehingga putusan BPSK dinyatakan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Adapun dalam penulisan skripsi ini 

penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan menganalisis putusan No. 

756 K/Pdt.sus-BPSK/2014. 

 

Kata kunci: 
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ABSTRACT 

In writing this essay, the author discusses the problem of Consumer Dispute In Car Financing At 

PT Adira Dinamika Multi Finance (Study on Supreme Court Decision No. 756 K / Pdt.sus-BPSK / 

2014). This is motivated by the weakness of Solok Consumer Dispute Settlement Agency  in 

Solving Dispute Between Jekki Saputra against Zulkarnain (Head of PT Adira Dinamika Multi 

Finance) and the settlement of the clash till the appeal to the Supreme Court. Consumer Dispute 

Settlement in BPSK can be through 3 ways namely Mediation, Conciliation and Arbitration. 

Although the efforts to resolve the consumer financing dispute can be done through BPSK in a 

non-liganded manner which the decision is deemed final and binding but in fact the BPSK 

arbitration ruling is still open the opportunity to file an objection to the District Court and the 

Cassation to Supreme Court. Decision No. 756 K / Pdt.sus-BPSK / 2014 is one of the rulings 

related to the Cassation objection against the decision of Muaro Court over BPSK Decision which 

is considered not authorized to hear the case, based on the agreement made by the parties 

appointing the Muaro District Court to settle the dispute, so that the decision of BPSK is declared 

to have no binding legal force for the parties. As for writing this thesis the author uses normative 

legal research methods with the aim of analyzing the verdict No. 756 K / Pdt.sus-BPSK / 2014. 

Keywords: Lawsuit, Consumer, Verdict, Supreme Court 
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I. PENDAHULUAN 

Perdagangan dan transaksi bisnis erat kaitannya dalam hubungan 

antara pelaku usaha dengan konsumen. Secara umum dan mendasar, 

hubungan antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen merupakan 

hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan antara 

produsen dan konsumen yang bersifat massal dapat menciptakan hubungan-

hubungan hukum yang spesifik.
1
  

Dalam prakteknya kini, tidak jarang terjadi sengketa antara pelaku 

usaha dengan konsumen. Sengketa konsumen terjadi karena adanya 

ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami 

konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa. Secara 

khusus penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen 

ditetapkan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang  

Perlindungan Konsumen) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK). 

Walaupun demikian, tidak dapat dihindari bahwa kenyataannya tidak 

semua putusan yang dihasilkan BPSK dengan arbitrase ini akan memberikan 

kepuasan bagi para pihak. Sebagaimana perkara yang terjadi antara JEKKI 

SAPUTRA (konsumen) dengan ZULKARNAIN, pimpinan PT Adira 

Dinamika Multi Finance (pelaku usaha) yang terlibat sengketa dalam hal 

                                                           
1
 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2010, hlm. 88. 
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perjanjian pembiyaaan konsumen yaitu pembiayaan mobil, diamana 

penyelesaian ini berlanjut sampai Mahkamah Agung. 

Pada hari Kamis 20 Juni 2013 telah terjadi perjanjian pembiayaan 

kredit mobil antara Jekki Saputra (Debitur) dengan Zulkarnain Pimpinan PT 

Adira Dinamika Multi Finance (Kreditur), Sehingga terjadi hubungan hutang 

piutang. Akan tetapi Jekki Saputra tidak bisa memenuhi kewajibannya 

sebagai debitur dari Zulkarnain. Pada tanggal 10 Juni 2014. Zulkarnain 

melakukan penarikan secara paksa mobil yang menjadi jaminan tersebut, 

mendengar mobilnya sudah ditarik paksa oleh Zulkarnain, Jekki langsung 

menggugat Zulkarnain ke BPSK kota Solok, kemudian BPSK kota Solok 

memenangkan pihak Jekki Saputra dengan pertimbangan karena pihak 

Zulkarnain tidak menghadiri persidangan sebanyak dua kali. Kemudian 

Zulkarnain merasa keberatan atas  putusan BPSK tersebut, dan mengajukan 

permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Muaro, kemudian Pengadilan 

Negeri Muaro memenangkan pihak Zulkarnain selaku PT Adira Dinamika 

Multi Finance (Kreditur), dengan putusan bahwa amar putusan yang telah 

dikeluarkan BPSK Kota Solok adalah cacat hukum dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum. 

Karena tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Muaro, 

akhirnya pihak Jekki Saputra langsung mengajukan Kasasi ke Mahkamah 

Agung dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Muaro telah sewenang 

wenang dalam mengeluarkan putusan, kemudian Hakim memutus menolak 

permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Jekki Saputra dengan pertimbangan 
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bahwa Putusan Pengadilan  Negeri Muaro Nomor 7 Pdt.G/2014/PN. Mrj. 

tanggal 9 Oktober 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum 

dan/atau Undang-Undang. Sebagaimana telah ditetapkan bahwa putusan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang putusannya final and binding 

ternyata masih dapat dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri 

dan dapat dikasasi lagi melalui Mahkamah Agung. 

Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam peneltian ini yaitu 

Bagaimana kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen sebagai alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Bagaimana upaya hukum yang dapat 

dilakukan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen secara 

litigasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 756 K/PDT.SUS-

BPSK/2014). 

Tujuan dilakukannya penelitian ini Untuk mengetahui kekuatan 

hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai 

alternatif penyelesaian sengeketa konsumen serta Untuk mengetahui dan 

Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai upaya yang 

dapat dilakukan terhadap putusan BPSK (Studi Putusan No. 756 

K/PDT.SUS-BPSK/2014). 

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan metode 

pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan konseptual. 
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I. PEMBAHASAN 

A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Kekuatan Hukum 

Putusannya Menurut UUPK 
 

Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 mengamanatkan pembentukan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada setiap Pemerintah Kabupaten 

atau Kota di seluruh Indonesia. BPSK merupakan lembaga independen berfungsi 

untuk menyelesaiakan sengketa konsumen diluar pengadilan dan juga melakukan 

pengawasan terhadapa pencantuman klausula baku.
2
 Tugas dan wewenang Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Pasal 52 Undang–Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan secara khusus dijabarkan 

kembali dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang juga mengatur tentang hukum acara 

untuk menyelesaikan sengketa konsumen di BPSK. 

1. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) 
 

a. Tahap Permohonan 

Ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen dalam rangka 

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam 

Pasal 15 sampai Pasal17 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 

dimana konsumen dapat mengajukan permohonan, baik secara tertulis 

maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat juga 

diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen meninggal dunia, 

                                                           
2
 Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung,2002, hlm. 21 
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sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing (warga 

negara asing).
3
 

b. Tahap Persidangan 

Apabila hal permohonan diterima, maka dilanjutkan dengan 

persidangan dimana diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 36 SK Menperindag 

No. 350/MPP/Kep/12/2001. Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara 

tertulis disertai dengan salinan permohonan penyelesaian sengketa 

konsumen, selambat lambatnya dalam waktu 3 hari kerja sejak permohonan 

penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap.  

c. Tahap Putusan 

Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-

lambatnya dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh 

BPSK.
4
 Ketua BPSK memberitahukan putusan majelis secara tertulis kepada 

alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya 7 

hari kerja sejak putusan dibacakan.
5
  

berikut ini digambarkan dalam bentuk skema/ bagan alur 

penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menurut UUPK jo. SK 

Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. 

 

 

 

                                                           
3
 Ibid hlm. 30 

4
 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Bangsa, Mataram-NTB, 2016 

hlm. 167 
5
 Yusuf Shofie, Op. Cit, hlm. 47 
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Skema 1: Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK 
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Sumber: Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Bangsa, 
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2. Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Menurut UUPK 

 

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal ini 

diatur dalam Pasal 42 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan 

Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas 

Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan 

bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, final berarti penyelesaian sengketa yang 

dilakukan melalui BPSK harus berakhir dan selesai di BPSK, sedangkan 

putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang 

menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk 

menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan tersebut 

Prinsip res judicata vitatate habetur (suatu putusan yang tidak 

mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum dinyatakan sebagai putusan 

yang mempunyai kekuatan hukum pasti). Berdasarkan prinsip demikian 

putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap.
6
 

 

Pada dasarnya putusan Majelis BPSK dibedakan atas dua jenis 

putusan, yaitu putusan BPSK dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. 

Yang membedakan dua putusan tersebut adalah menyangkut substansi isi 

putusan, putusan BPSK dengan cara arbitrase isinya memuat tentang 

duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. 

                                                           
6
 Hanum Rahmaniar Helmi,  Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam 

Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAVER Vol.1 No.1 

2015 hlm. 85 
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Apabila ditelaah lebih jauh mengenai kekuatan putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka kita akan dihadapkan pada suatu 

ketidakpastian hukum dari beberapa ketentuan dalam Undang–Undang 

Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001 yang saling bertetangan. Pasal 56 ayat 2 Undang–

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 

ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 ayat 3 Keputusan 

Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 

Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen,
7
 maka dapat diketahui bahwa ternyata istilah final putusan 

BPSK hanya dimaknai pada upaya banding, tetapi tidak termasuk upaya 

mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, yang ternyata atas 

putusan Pengadilan Negeri ini Undang–Undang Perlindungan Konsumen 

dan KepMen No. 350/MPP/Kep/12/2001 masih membuka lagi kesempatan 

untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya terakhir ini 

berbeda dengan upaya terakhir yang dikenal dalam Undang–Undang 

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena upaya terakhir dalam 

Undang-Undang tersebut adalah banding ke Mahkamah Agung (Pasal 72 

                                                           
7
 Pasal 41 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001 Berbunyi: Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, 

dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 

(empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan. 
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ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa).
8
 

B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Secara Litigasi (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 756 

K/PDT.SUS-BPSK/2014) 

 

Terkait dengan pengajuan keberatan, bahwa dalarn sistem hukum 

acara di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun acara perdata, tidak 

mengenal istilah keberatan. Terminologi keberatan hanya dikenal dalam 

terminologi hukum administrasi negara yang disebut sebagai administrative 

beroef system dan dalam Hukum Acara PTUN digunakan sebagai upaya 

hukum terhadap putusan pejabat Tata Usaha Negara.
9
 

Dalam upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang 

menyangkut proses beracara yang disebabkan karena kurang jelasnya 

pengaturan hukum acara pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, dan tidak adanya konsistensi serta kesatuan 

pendapat dari berbagai putusan pengadilan, maka Mahkamah Agung dengan 

tujuan untuk menyamakan persepsi pada seluruh lembaga peradilan di 

Indonesia, pada tanggal 15 Maret 2006 telah menerbitkan Peraturan 

Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2006 mengenai Tata Cara 

Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK.
10

 

                                                           
8
 Rachmadi Usman,  Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT. Citra Bakti, 

Bandung, 2003, hlm.168 
9
 Kurniawan, Permasalah dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No. 1 januari 2012 hlm. 

168 
10

 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum 

Acara Serta Kendala Implementasinya. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm 349 
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Dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 menetapkan 

bahwa keberatan merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan 

terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK saja, tidak meliputi 

putusan BPSK yang timbul dari mediasi dan konsiliasi. 

1. Analisis Putusan No. 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 

Dalam hal formil permohonan, tidak ditemukan masalah formil 

dalam permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon. Dalam kasus diatas, 

Jekki Saputra sebagai Pemohon kasasi merupakan Konsumen dan 

Zulkarnain (Pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance) sebagai 

Termohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0623.13.200197. 

Mengenai batas waktu pengajuan upaya kasasi terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri Muaro atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota 

Solok, pemohon telah memenuhi pengajuan syarat batas waktu tersebut. 

Dalam kasus ini, Pemohon yang menerima Putusan Pengadilan Negeri pada 

tanggal 9 Oktober 2014 telah mengajukan upaya kasasi pada 13 Oktober 

2014. Hal ini berarti pemohon mengajukan kasasi 4 hari setelah Putusan 

Pengadilan Negeri Muaro diterima dan telah memenuhi batas waktu 14 hari 

pengajuan Upaya Kasasi. 

Dalam mengajukan keberatan kasasi, ada beberapa keberatan yang di 

ajukan oleh pemohon kasasi, salah satunya adalah “Bahwa apa yang 

diputuskan oleh Judex Facti dalam isi putusannya tersebut telah salah dalam 

menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku. Perjanjian 

Pembiayaan Bersama Nomor 0623.13.200197 tanggal 20 Juni 2013 yang 

menjadi dasar hukum bagi Judex Facti dalam mengambil putusan tersebut”, 
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kemudian “Bahwa Pengadilann Negeri Muaro tersebut telah melampaui 

batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara 

a quo” 

Terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut penulis 

mempunyi pandangan tersendri. Penulis tidak sependapat Terhadap 

pertimbangan Majelis Hakim, dikarenakan Majelis tidak menjelaskan Dasar 

alasan yang jelas dan rinci terhadap pertimbangan dalam putusan tersebut. 

Adapun Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus bedasarkan 

pertimbangan yang jelas dan cukup.  Putusan yang tidak memenuhi 

ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan 

atau onvoldoende gemotiveerd.  Alasan yang dijadkan pertimbangan dapat 

berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum 

kebiasaan, atau doktrin hukum.
11

 Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan 

dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perUndang-

Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan 

dasar untuk mengadili. 

Sejak  tahun 2014 Mahkamah Agung melalui permohonan kasai 

sudah memutus beberapa putusan terkait dengan putusan BPSK. Berikut 

daftar Putusan Mahkamah Agung yang Menyatakan BPSK Tidak 

                                                           
11

 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 798 
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Berwenang Mengadili Sengketa yang Timbul Dari Pelaksanaan Perjanjian 

Fidusia/Hak Tanggungan. 

Tabel: 1 

 

No 
Putusan Mahkamah Agung 

Tanggal 

Putusan 

1 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 21-Okt-14 

2 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 17-Feb-15 

3 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 18-Nov-2014 

4 25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 27-Mar-15 

5 341 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 18-Jun-15 

6 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 28-Agust-15 

7 549 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 22-Okt-15 

8 770 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 22-Des-15 

9 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016 15-Jun-16 

10 64 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 18-Jun-16 

11 188 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 31-Mei-16 

 

Sumber : Arsil, Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga 

Pembiayaan dan Nasabah, hukumonline.com, diupload 27 Okt 2017 Hukumonline.com 
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III.  PENUTUP 

A. Simpulan  

Dari uraian yang disampaikan dalam bab sabelumnya, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, yaitu:  

1. Kekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang 

bersifat final dan mengikat, belum sepenuhnya dapat menjamin 

perlindungan hukum bagi konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa aturan 

yang terkait dengan BPSK dalam Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya Pasal 54 ayat 3 dan 

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 41 ayat 3 dan Pasal 42 

ayat1 beserta peraturan pelaksanaan lainnya amat terbatas, kurang jelas 

dan bahkan beberapa subtansinya saling bertentangan. 

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) melalui litigasi munurut Pasal 56 Ayat 2 dan 

Pasal 58 Ayat 2 UUPK yaitu Keberatan ke Pengadilan Negeri dan Kasasi 

ke Mahakamah Agung, Selanjutnya dalam PERMA No. 1 Tahun 20016 

Mahkamah Agung menetapkan bahwa keberatan dalam sengketa 

konsumen merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan terhadap 

putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen saja dan tidak meliputi putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen yang timbul dari mediasi serta konsiliasi. Kemudian makna 
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upaya keberatan terhadap putusan BPSK dengan cara arbitrase merupakan 

upaya hukum yang dapat dianalogikan sebagai upaya hukum banding 

bukan merupakan gugatan, mengingat di dalam hukum acara perdata 

indonesia tidak mengenal istilah keberatan. Selanjutnya jangka waktu yang 

telah di tetapkan hanya 21 hari majelis hakim sudah harus memutus 

perkara tersebut, jadi pantaslah jikalau maksud dari istilah keberatan dalam 

UUPK terhadap putusan BPSK dianalogikan setingkat banding dan 

selanjutnya kasasi ke Mahakamah Agung. Kemudian akibat hukum dari 

pasal yang menyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengingat dalam 

kasus di atas adalah tidak terpakai dan para pihak terikat terhadap isi 

putusan Mahkamah Agung No. 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang menolak 

permohonan kasasi dari Jekki Saputra dengan menguatkan putusan 

pengadilan Negeri Muaro yang membatalkan Putusan BPSK  Nomor 

No.49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Perlunya Sosialisasi kepada Masyarakat terkait putusan BPSK agar tidak 

lagi terjadi keresahan terkait Pasal 54 Ayat 3 UUPK yang menyatakan 

putusan BPSK bersifat final dan mengikat dan Perlu adanya kesesuaian 

dan keselarasan peraturan perUndang-unUdangan mengenai sifat putusan 

alternatif penyelesaiaan sengketa yang dikeluarkan oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui revisi Undang-Undang Nomor 
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8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Khususnya Pasal 54 ayat 

(3) yang menyatakan Putusan BPSK bersifat Final dan mengikat atau bila 

perlu dihilangkannya pasal tersebut. 

2. Jika upaya revisi tersebut memang menjadi langkah yang akan dilakukan 

ke depan maka dapat diikut sertakan pula untuk diubah yaitu waktu 

pemeriksaan dan penjatuhan putusan pada acara keberatan ini. Tenggang 

waktu 21 hari untuk perkara keberatan BPSK adalah waktu yang sangat 

luar biasa singkat. Harus diakui akan sangat sulit bagi majelis hakim untuk 

dapat berkerja profesional dengan batasan waktu pemeriksaan yang 

sesingkat itu, terlebih dengan menumpuknya perkara-perkara lain yang 

ada. Pemeriksaan perkara keberatan tidak saja meliputi hal-hal yang 

mengandung unsur-unsur yang dapat dibatalkan sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 6 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2006, namun harus diperluas 

lagi hal-hal yang dapat menjadi alasan pengajuan keberatan terhadap 

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini diperlukan agar 

tercipta kepastian hukum dan tidak sebatas bersandar pada Pasal 6 ayat (5) 

Perma No. 1 Tahun 2006. Kemudian yang perlu dicatat adalah Majelis 

Hakim, khususnya Majelis Hakim Mahkamah Agung agar lebih jelas dan 

cermat lagi di dalam memberikan pertimbangan hukum. Adanya alasan-

alasan hukum yang tidak menjelaskan secara rinci akan merugikan bagi 

pihak yang kalah dikarenakan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang 

tidak objektif. 
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